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Abstrak  bahwa untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal   10  ayat  (3) huruf c dan huruf 
q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 
tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Tegal Tahun 2013. 

  Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tegal ini adalah : 

Undang-Undang   Nomor    13    Tahun    1950    tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah ( Serita  Negara Republik Indonesia Tahun 

1950  Nomor 42 );Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  

dengan   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2005 tentang  

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang perubahan kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32Tahun  

2004  tentang  Pemerintahan  Daerah     (lembaran Negara   

Republik   Indonesia    Tahun   2008   Nomor   59, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Nomor 4844); Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor02,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4801);  

sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor 2 



Tahun 2011  tentang Perubahan atas Undang• Undang   Nomor   

2   Tahun   2008   tentang   Partai   Politik (Lembaran Negara Tahun 

2011  Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189); 

Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2008 tentang  Pemilihan 

Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,   Dewan Perwakilan 

Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4836;Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi   Publik   

(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846);Undang-Undang  Nomor   12   Tahun  2011   tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara   Republik   Indonesia    Tahun   2011    Nomor   82, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   

Nomor5234);nUndang-Undang Nomor15  Tahun     2011 tentang 

Penyelenggara  Pemilihan Umum(LembaranNegaraRepublik  

Indonesia   Tahun  2011   Nomor  101,   Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang  

Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  

Dewan  Perwakilan  Rakyat,   Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2012  Nomor117,    Tambahan   Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia Nomor 5316);Peraturan   

Pemerintah    Nomor   7   Tahun   1986   tentang Perubahan  Batas  

Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Tegal dan Ka bu paten 

Daerah Tingkat II Tegal   ;Peraturan   Pemerintah   Nomor   6   

Tahun   2005   tentang Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan,  

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17  Tahun  2005  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 



Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil  

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah   Nomor  

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan dan   

Pemberhentian   Kepala   Daerah   dan  Wakil   Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 

Nomor 57,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4719)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah   Nomor  49  Tahun  2008  tentang   Perubahan Ketiga 

Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005 tentang     

Pemilihan,     Pengesahan     Pengangkatan    dan Pemberhentian 

Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 

92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865); Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang  Perubahan atas  

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  44   Tahun  2007  

tentang   Pedoman  Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Peraturan Komisi  Pemilihan 

Umum Nomor 01  Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah;Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang   Tata   Kerja   Komisi   Pemilihan   Umum,    

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01  Tahun 

2010;Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat    

Komisi    Pemilihan •          Umum    Kabupaten/Kota sebagaimana 

yang telah  diubah dengan Peraturan  Komisi Pemilihan 

UmumNomor 22 Tahun 2008;Peraturan Komisi  Pemilihan Umum 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja 



Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  Komisi  Pemilihan Umum 

Kabupaten/ Kota, Panitia  Pemilihan Kecamatan,  Panitia  

Pemungutan  Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2010;Peraturan Komisi  Pemilihan Umum 

Nomor 11   Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13  Tahun 2012,  Nomor 

11   Tahun 2012,     Nomor    1          Tahun     2012     tentang    Kode    

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor: 12 /Kpts/KPU-

Kab-012.329291/2013  diatur tentang : 

Pedoman sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum bupati 

dan wakil bupati tegal tahun 2013 

 
CATATAN     -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 maret 2013                     
         -Lampiran 8 halaman          
 
 


